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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan peran sesuai 

dengan tugas KPPU yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

dengan menilai tindakan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat  karena melakukan perjanjian tertutup dengan 

menetapkan harga antara produsen dengan distributor dan KPPU menjalankan 

wewenang yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat 

dengan melakukan penelitian secara inisiatif terhadap pelaku usaha yang 

diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta 

memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

Undang-undang tersebut digunakan untuk memperbaiki persaingan usaha 

pada sektor air minum dalam kemasan. Akan tetapi, dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya KPPU memiliki kendala untuk mendapatkan informasi, 

contohnya: 
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1. Saat melakukan penelitian dan penyelidikan KPPU terkendala dengan 

sifat kerahasiaan perusahaan sehingga tidak mendapatkan data yang 

diperlukan secara akurat. 

2. Meskipun KPPU mempunyai wewenang untuk memanggil saksi, ahli, 

dan pelaku usaha, akan tetapi KPPU tidak dapat memaksa kehadiran 

mereka. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat 

pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK) maka penulis memberi saran 

sebagai berikut: 

1. KPPU hendaknya membuat standar transparansi data dari pelaku usaha, 

guna untuk memudahkan KPPU mendapatkan data yang dibutuhkan 

supaya terciptanya persaingan usaha yang sehat melalui pembenahan 

mengenai wewenang KPPU dalam mendapatkan informasi perusahaan 

secara akurat.    

2. Dalam melakukan pengawasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

KPPU dapat berkoordinasi bersama dengan pemerintah dengan melalui 

wewenangnya dapat memaksa kehadiran saksi, ahli, dan pelaku usaha 

sehingga pelaku usaha yang memiliki market power tidak semena-mena 

ketika dipanggil oleh KPPU. 
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